
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hokum adalah seluruh aturan dantingkah laku berupa norma ataukaidah 

baik tertulis maupun tidak tertulis yangmenjadi pedoman daIam masyarakat 

untukmengatur danmenciptakan keamanan dantata tertib yangharus di taati oleh 

setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dankekuwasaan hokum itu. 

Salah satu hokum yangdijadikan perlindungan bagi masyarakat ialah hokum 

pidana. Hokum pidana yangberlaku bagi setiap orang ini di sebut hokum pidana 

umum (algemene strafrecht), danpada pokoknya untuksebagian besar tercakup 

daIam kodifikasi Kitab Undang-undang Hokum Pidana (KUHP), sedangkan 

yangberlaku untukorang-orang tertentu disebut hokum pidana khusus (Bijzondere 

strafrecht).
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Banyak fenomena kejahatan yangmuncul diberbagai daerah yangada di 

Indonesia yangmenjadi polemik bagi semuwa kalangan masyarakat. Kejahatan 

yangdilakukan oleh pelaku kejahatan adalah fenomena sosial yangterjadi di daIam 

masyarakat. Soedjono Dirjosiswoyo memberikan definisi kejahatan ialah 

perbuwatan yangdilarang oleh undang-undang danbarang siapa yangmelakukan 

sesuwatu perbuwatan yangmelanggar undang- undang maka ia akan dihokum. 

Sebagai salah satu bentuk kejahatan ialah tindak pidana penggelapan. 

Penggelapan termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yangunsur-unsurnya 

ialah mengambil barang orang lain sebagian ataumenyeluruh, pengambilan barang 
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tersebut degan tujuwan untukdi gelapkan, danperbuwatan mengambil itu 

dilakukan secara melawan hokum.
2
 

Transportasi sudah menjadi sebuwah kebutuhan primer bagi masyarakat 

saat ini. Hal ini menjadikan sarana danprasarana transportasi adalah bagian 

penting bagi masyarakat daIam menjalakan aktifitas kesehariannya. Adanya 

kesulitan di masyarakat untukmemiliki kendaraan pribadi tidak selamanya 

berdampak negatif di masyarakat. Tingginya kebutuhan akan sarana transportasi 

ditambah degan rendahnya kemampuwan masyarakat untukmembeli kendaraan 

pribadi mengakibatkan bisnis rental/sewa kendaraan pribadi mengalami 

peningkatan usaha yangcukup signifikan belakangan ini. 

Mobil adalah salah satu benda bergerak yangdi gerakkan oleh tenaga 

mesin, pada saat ini tidak semuwa orang yangmampu untukmembeli mobil 

pribadi karena harganya yangbegitu mahal, danakhirnya kebingungan saat akan 

bepergian bersama keluwarga ataurekan-rekannya. Peluwang inilah 

yangdimanfaatkan pelaku usaha untukmemulai bisnis mobil sewa. Bisnis mobil 

sewa ialah bisnis yangmenawarkan jasa penyewaan mobil kepada pihak 

yangmembutuhkan, baik perorangan, maupun perusahaan. banyak orang 

yangmenyewa kendaraan khususnya mobil digunakan untukmengisi liburan 

danbepergian ke tempat-tempat wisata.  

Bisnis mobil sewa memang menjanjikan keuntungan yangbesar namun 

bukan berarti bisnis ini tidak memiliki resiko. Bahkan resiko yangdihadapi juga 

tidak kecil, malah sedikit saja ketidak telitian akan berhujung pada bangkrutnya 
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usaha mobil sewa tersebut. Akhir-akhir ini telah terjadi penggelapan mobil sewa, 

karena ada pihak atauoknum yangtidak bertanggung jawab ataulalai dari objek 

sewa-menyewa tersebut. 

Peluwang bisnis di bidang penyewaan mobil dinilai semakin menjanjikan 

dikarenakan potensi permintaan semakin tumbuh seiring degan berubahnya gaya 

hidup masyarakat. Namun sangat disayangkan di daIam praktek, setelah semuwa 

kemudahan yangdiberikan oleh jasa rental mobil ternyata masih saja bisnis rental 

mobil menjadi sasaran maupun target kejahatan oleh oknum-oknum yangtidak 

bertanggung jawab. Hal ini ditandai degan seringnya terjadi tindak pidana 

penipuwan maupun penggelapan yangdiderita pemilik jasa rental mobil 

yangdilakukan oleh pengguna jasa rental mobil degan modus tidak 

mengembalikan, menjuwal ataumenggadaikan mobil yangdisewa dari perusahaan 

rental mobil, sehingga mengakibatkan perusahaan rental mobil dirugikan secara 

materiil.  Tindak pidana penggelapan kendaraan roda empat milik rental telah 

sering terjadi, sehingga  menimbulkan kekhawatiran dari para pelaku usaha rental 

mobil apabila tidak mendapatkan tanggapan yangserius dari pihak penegak 

hokum. Jika dibiarkan maka akan berujung pada berkurangnya kepercayaan 

pemilik rental mobil kepada masyarakat yangpada akhirnya malah akan 

merugikan masyarakat. 

DaIam sistematika Kitab UndangUndang Hokum Pidana (KUHP) tindak 

pidana terhadap harta kekayaan yangmana adalah bagian dari tindak pidana 

yangsedang dibahas dimuwat daIam Buku II KUHP yangmeliputi : pencurian, 

pemerasan, penggelapan, penipuwan, pengerusakan danpenadahan. Dari beberapa 



rumusan tindak pidana di atas memuwat beberapa unsur-unsur yangcukup yakni 

unsur objektif danunsur subyektif. 

Timbulnya tindak pidana yangdilakukan penyewa terhadap barang sewaan 

milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak ataupenyalagunaan 

kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur daIam ketentuwan pasal 

372 KUHP yangberbunyi : ”Barang siapa degan sengaja danmelawan hokum 

mengaku sebagai milik sendiri sesuwatu barang yangseluruh atausebagian ialah 

milik orang lain tetapi yangada daIam kekuwasaanya bukan karena kejahatan 

yangdiancam karena pengelapan Degan pidana paling lama empat tahun 

ataudenda paling banyak sembilan ratus rupiah”.  

Meskipun telah diancam degan ancaman penjara yangcukup lama namun 

ternyata masih banyak yangberani melakukan penggelapan kendaraan milik 

rental. Hal inilah yangmendorong penulis untukmeneliti tentang tindak pidana 

penggelapan kendaraan rental. Untukitu penulis merasa tertarik untukmengangkat 

danmengkaji lebih lanjut terhadap permasalahan yangmenyangkut penggelapan 

kendaraan milik rental daIam khususnya yangterjadi di Kota Malang kaitannya 

degan penulisan skripsi ini degan judul “Tinjauwan Hokum Terhadap Tindak 

Pidana Penggelapan DanPenadahan Kendaraan Rental” 

 

B. Permasalahan danRuwang Lingkup Penelitian  

1. Permasalahan  

Berdasarkan Uraian yg telah di kemukakan pada latar belakang maka 

permasalahan yangakan di teliti ialah :  



a. Bagaimanakah tinjauwan hokum terhadap tindak pidana penggelapan 

danpenadahan kendaraan rental di Kota Metro? 

b. Bagaimanakah penegakan hokum atas tindak pidana penggelapan 

danpenadahan kendaraan rental di Kota Metro? 

 
2.  Ruwang Lingkup Penelitian  

Ruwang lingkup ilmu daIam penelitian ini ialah tinjauwan hokum dan 

penegakan hokum tindak pidana penggelapan danpenadahan kendaraan rental di 

Kota Metro. 

C.  Tujuwan danKegunaan Penelitian 

1. Tujuwan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yangdiajukan maka tujuwan penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

a. Untukmengetahui penegakan hokum atas tinjauwan hokum dan penegakan 

hokum tindak pidana penggelapan danpenadahan kendaraan rental di Kota 

Metro. 

b. Untukpenegakan hokum atas tinjauwan hokum dan penegakan hokum 

tindak pidana penggelapan danpenadahan kendaraan rental di Kota Metro  

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan Penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna daIam pengembangan di 

bidang keilmuwan Hokum Pidana. yakni tentang tinjauwan hokum dan 



penegakan hokum tindak pidana penggelapan danpenadahan kendaraan rental 

di Kota Metro. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1) UntukPenulis: Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang 

tinjauwan hokum dan penegakan hokum tindak pidana penggelapan 

danpenadahan kendaraan rental di Kota Metro. 

2) UntukMasyarakat: Penelitian ini diharapkan bermanfaaat 

untukmasyarat umum tentang tinjauwan hokum dan penegakan hokum 

tindak pidana penggelapan danpenadahan kendaraan rental di Kota 

Metro 

3) UntukPemerintah: Penelitian ini di harapkan dapat jadi saran 

untukpemerintah daIam melakukan kebijaksanaan daIam menangani 

masalah tentang tinjauwan hokum dan penegakan hokum tindak pidana 

penggelapan danpenadahan kendaraan rental di Kota Metro 

D. Kerangka Teoritis danKonseptuwal 

1. Kerangka Teori 

DaIam setiap penelitian harus disertai degan krangka teori karena ada 

hubungan timbal balik yangerat antara teori degan kegiatan pengumpulan 

danpengolahan data, analisa serta konstruksi data. DaIam suwatu penelitian 

akan dapat dijelaskan fenomena hokum yangdihadapi degan mengedepankan 

teori-teori daIam penelitian hokum mempunyai 3 ciri, yakni teori-teori hokum, 



asas - asas hokum, doktrin hokum. Ketiga ciri tersebut dapat digunakan 

sekaligus atausalah satunya.
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Landasan teori yangdapat dijadikan dasar penulis yakni Teori sistem 

hokum Friedman menurut Lawrence Meir Friedman, yangadalah seorang ahli 

sosiologi hokum dari Standford University, ada tiga elemen utama dari sistem 

hokum (legal system), yakni:
4
   

1. Struktur Hokum ( Legal structure)  

2. Isi Hokum ( Legal Subtance)  

3.Budaya Hokum (Legal Culture)  

Pertama, isi hokum (legal substance), daIam teori Lawrence Meir Friedman hal 

ini disebut sebagai sistem substansial yangmenentukan bisa tidaknya hokum itu 

dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yangdihasilkan oleh orang 

yangberada daIam sistem hokum yangmencakup keputusan yangmereka 

keluwarkan, aturan baru yangmereka susun.Substansi juga mencakup hokum 

yanghidup (living law), bukan hanya aturan yangada daIam kitab undang-

undang (law books), dikatakan hokum ialah peraturan-peraturan yangtertulis 

sedangkan peraturan-peraturan yangtidak tertulis bukan dinyatakan hokum. 

Sistem ini mempengaruhi sistem hokum di Indonesia.Salah satu pengaruhnya 

ialah adanya asas Legalitas daIam KUHP. DaIam pasal 1 KUHP ditentukan 

“tidak ada suwatu perbuwatan pidana yangdapat dihokum jika tidak ada aturan 

yangmengaturnya”. Sehingga bisa atautidaknya suwatu perbuwatan dikenakan 
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sanksi hokum apabila perbuwatan tersebut telah mendapat pengaturannya 

daIam peraturan perundang-undangan. 

Selain menggunakan Teori sistem hokum Friedman penulis juga 

menggunakan teori penegakan hokum. Menurut Satjipto Raharjo penegakan 

hokum pada hakikatnya adalah penegakan ide-ide ataukonsep-konsep tentang 

keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dansebagainya. Jadi Penegakan 

hokum adalah usaha untukmewujudkan ide dankonsep-konsep tadi menjadi 

kenyataan. Hakikatnya penegakan hokum mewujudkan nilai-nilai ataukaedah-

kaedah yangmemuwat keadilan dankebenaran, penegakan hokum bukan hanya 

menjadi tugas dari para penegak hokum yangsudah di kenal secara 

konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, 

daIam kaitannya degan hokum publik pemerintahlah yangbertanggung jawab. 

Penegakan hokum adalah suwatu usaha untukmewujudkan ide-ide 

keadilan, kepastian hokum dankemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi 

penegakan hokum pada hakikatnya ialah proses perwujudanide-ide. 

Penegakan hokum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya 

atauberfungsinya norma-norma hokum secara nyata sebagai pedoman pelaku 

daIam lalu lintas atauhubungan-hubungan hokum daIam kehidupan 

bermasyarakat danbernegara. Penegakan hokum adalah usaha 

untukmewujudkan ide-ide dankonsepkonsep hokum yangdiharapakan rakyat 

menjadi kenyataan. (Dellyana,Shant.1988 Hlm. 33) 

2. Kerangka Konseptuwal 



Konseptuwal ialah kerangka yangmenggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yangadalah kumpulan dari arti-arti yangberkaitan degan 

istilah yangakan diteliti. Pokok permasalahan danpembahasan daIam skripsi ini 

agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep 

yangbertujuwan menjelaskan istilah-istilah yangdapat dijadikan pegangan 

daIam memahami isi skripsi ini, yakni sebagai berikut: 

a. Penegakan hokum ialah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

yangterjabarkan didaIam kaidah-kaidah/pandangan nilai yangmantap 

danmengejewantah dansikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir untukmenciptakan, memelihara danmempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup.
5
   

b. Tindak Pidana ialah Perbuwatan  yang dilarang  oleh  suwatu  aturan  

hokum,  larangan  mana  yang disertai  ancaman  (sanksi  yang berupa  

pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  yang melanggar  larangan  tersebut).
6
  

c. Penggelapan adalah suwatu tindakan tidak jujur degan menyembunyikan 

untukdimiliki, atauuntukdialihkan kepihak lain barang/harta orang lain 

yangada pada kekuwasaanya. 

d. Kendaraan Rental ialah kendaraan baik roda duwa maupun roda empat 

yangdisewa degan sebuwah persetujuwan di mana sebuwah pembayaran 

dilakukan atas penggunaan secara sementara oleh orang lain.. 

E. Sistematika Penulisan 
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DaIam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan 

yangsistematis untukmembahas permasalahan yangditetapkan. 

Untukmengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuwat 

suwatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut: 

I. PENDAHULUWAN 

Bab ini adalah bab pendahuluwan, yangmemuwat latar belakang dari pokok 

masalah skripsi ini, permasalahan danruwang lingkup. Selain itu didaIam bab 

ini memuwat tujuwan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dankonseptuwal, 

serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUWAN PUSTAKA 

Bab ini adalah berisikan teori-teori tinjuwan pustaka yangterkandung dari 

literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, 

serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan. 

III. METODE PENELITIAN 

DaIam bab ini penulis menguraikan metode yangdigunakan daIam penulisan 

skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, 

pengumpulan data danpengolahan data analisis data. Serta penentuwan 

narasumber guna untukmembantu pengerjaan skripsi. 

IV. HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN 

Uraian daIam bagian ini terdiri dari bebarapa sub bagian, yangmenguraikan 

tentang jawaban berupa analisis danpembahasan  dari permasalahan yangada 

pada rumusan permasalahn. 

 



V. PENUTUP 

Adalah bab penutup dari penulisan proposal yangberisikan secara singkat hasil 

pembahasan dari penelitian danbeberapa saran dari penulisan sehubungan 

degan masalah yangdibahas serta memuwat lampiran-lampiran 

yangberhubungan degan penulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


